
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR l9 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dananya 
belum tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
Anggaran 2017, perlu menetapkan Pera tu ran Bupati ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 
Ta hun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lcmbara n Nega ra Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang ... 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 47 12); 

13 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15.Peraturan .. . 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2005 Nomor 138, Ta mba han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerinta h Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelen ggaraan Pemerintahan 
Daera h (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

19. Peratura n Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keu a ngan kepada Partai Politik (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diu ba h 
denga n Peraturan Pemerintah Nomor 83 Ta hun 2012 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Ta hun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenta ng Standar 
Akunta nsi Pemerintahan (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerin tah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah 
Daera h (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi 
Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 14 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 199); 

24 . Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 ten tang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2017; 

Para f Koordinasi ~ 25. Pera tu ran ... 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoma n Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaima na telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraluran Menteri Da lam 
Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 11 ten tang Peruba han Ketiga Atas 
Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 84 / PMK.07 /2008 ten ta ng 
Penggunaan Dana Bagi Cukai Hasil Temba kau dan Sangsi Atas 
Penyalahgunaan Alokasi Da na Bagi Hasil Cukai Tembakau; 

27 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07 /2017 tentang 
Rincian Dana Bagi Hasil Cuka i Hasil Temba kau Menurut 
Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah da n Ba ntua n Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, tera khir dengan Peratura n Menteri 
Da la m Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Pera tura n Men teri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Da ri Anggaran Pendapata n dan Belanja Daerah; 

29. Pera tura n Menteri Da la m Negeri Nomor 80 Ta hun 2015 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036); 

30. Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 ten tang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2017; 

31. Peratura n Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2004 
tenta ng Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewa n Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bondowoso (Lembaran Dacrah Kabupa ten Bondowoso Ta hun 
2004 Nomor 4 A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
tera khir dengan Peratura n Daera h Ka bupaten Bondowoso 
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peruba ha n Kedua Atas Peraturan 
Daerah Ka bupa ten Bondowoso Nomor 4 Ta hun 2004 tentang 
Kedudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 1 
Seri E); 

32. Peratura n Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Bantua n Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Daerah Ka bupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 3 Seri E); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Renca na Pembanguna n Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran 
Dae rah Ka bu paten Bondowoso Ta hun 2010 Nomor 7 Seri E); 

34. Peraturan Daera h Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Ta hun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daera h Ka bupaten Bondowoso 
Ta hun 2010 Nomor 1 Seri B); 

35.Peraturan ... 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Rctribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2010, Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 7 Tahun 2010 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Retribu si Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Ta h un 2013 Nomor 3 Seri C); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 201 1-203 1 (Lcmbaran Dae rah Ka bu paten Bondowoso 
Tahun 2011 Nomor 8 Seri E); 

39. Peraturan Daerah Ka bu paten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); 

40. Pe raturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Ta hun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Ka bu paten Bondowoso Tahun 
2016 Nomor 10); 

Menetapkan : 

41. Pe raturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h Ta hun 
Anggaran 2017 (Serita Daerah Ka bu paten Bondowoso Tahun 
2016 Nomor 66); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BONDOWOSO NO MOR 66 TAHUN 20 16 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal I ... 
Paraf Koordinasi 
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PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 66), diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah, dan 
harus dibaca: 
1. Pendapatan 

a . Pendapatan Asli Daerah 
b . Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Rp. 153.751.999.039,36 
Rp. 1.391.807.048.822,80 
Rp. 407.712.967.468,00 

Rp. 1.953.272.015.330,16 

2 . Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 
2 . Belanja Bunga 
3 . Belanja Subsidi 
4. Belanja Hibah 
5 . Belanja Bantua n Sosial 
6. Belanja Bagi Hasil 
7. Belanja Bantuan Keuangan 
8. Belanja Tidak Terduga 

b . Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai 
2 . Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) Anggaran 

3. Pembiayaan 
a . Penerimaan 
b . Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Rp. 752.212.4 13.614,16 
Rp. 0,00 
Rp. 1.183.163.800,00 
Rp. 56.654.712.000,00 
Rp. 2.080.000.000,00 
Rp. 0,00 
Rp. 283 .915.493.240,00 
Rp. 1.500.000.000,00 

Rp. 1.097.545.782.654, 16 

Rp. 35.035.056.750,00 
Rp. 461.446.366.759,00 
Rp. 375.09 1.351.167 ,00 

Rp. 
Rp. 

Rp. 871.572. 774.676,00 
Rp. 1.969. 118.557.330, 16 
Rp. (15.846.542.000,00) 

25.846.542.000,00 
10.000.000.000,00 

Rp. 15.846.542.000,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaa n R'=p;;;;.0:=';;;0;;;;;0;;;;;;;.;;===== 

Paraf Koordinasi 2.Ketentuan ... 
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampira n I d an Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 3 cliubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yan g 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Pera ngkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang
undangan. 

Pa s a l II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal .;t-4 l'-'\ara\:otc 17 

Ditetapkan di Bondowos 
pad a tanggal <><4 Monz o1-o 1 7 

& AMIN SAID HUSNI ~ ~ 

BUPATEN BONDOWOSO, 

~ 
~ HIDAYAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR .14. 

Paraf Koordina 
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NOMOR 
)UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) URUT URAIAN 

SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN ( Rp) 0/o 
1 

2 3 4 5 = 4 · 3 6 

SURPLUS / (DEFISIT) (846.542.000,00) (15.846.542.000,00) (15.000.000.000,00) l.nl,91 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 

3. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 
10.846.542.000,00 25.846.542.000,00 15.000.000.000,00 138,29 

---- - - • ,__ __ -------.---------- -- ---- -3. 1. 1 - --Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 10.846.542.000,00 25.846.542.000,00 15.000.000.000,00 138,29 ---- -- -3 . 2 - -- - - ----· ,__ -- -------,- -- -------PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 
10.000.000.000,oo 10.000.000.000,00 0,00 0,00 ---- - - -3. 2 . l - -- ------· ,__ -- -------,- -- ------ -Pembentukan Dana Cadangan 
10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 

PEMBIAYAAN NETTO 846.542.000,00 15.846.542.000,00 15.000.000.000,00 1.nl,91 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 Aoo 

~ l,....-? 
BUPATI BON WO 

l ;(J'AMIN SAID HUSNI 

* 

-----~PENJA8AAANPERGSERANAPBO 
Halaman 2 ,. , 



• ~ 
NOMOR 
URUT 

1 

l 

1 . 1 

1. l. 1 

1. 1. 2 

1. 1. 3 

1. 1 . 4 

1. 2 

1 . 2. 1 

1. 2. 2 

1. 2. 3 

1. 3 

1. 3. 1 

1. 3. 3 

1.3.4 

1. 3. 5 

2 

2. 1 

2 . 1 . 1 

2. 1. 3 

2. 1. 4 

2. 1. 5 

2. 1. 7 

2. 1. 8 

2.2 

2. 2 . 1 

2.2.2 

2.2.3 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI 
NO MOR 13 TAI IUN 2017 
TENTANG PENJAB/\RAN ANGG/\RAN PENDAPATAN DAN BEU\NJA DAERAfl 

TAHUN ANGGARAN 2017 

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 

RINGKASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN APBD 
TAHUNANGGARAN2017 

JUMLAH ( Rp) 
BERTAMBAH / ( BERKURANG) 

URAIAN Ofo 

SEBELUM PERGESERAN SET'ELAH PERGESERAN (Rp) 

2 3 4 5 = 4 -3 6 

PENDAPATAN l.997.934.331.830, 16 1.953.272.015.330, 16 (44.662.316.500,00) (2,24) 

PENDAPATAN ASU DAERAH 153.751.999.039,36 153.751.999.039,36 0,00 0,00 

------- ---- - - -
,___ -- -- -- -- ---- - - -- -- -- - --- 0,00 

Pendapatan Pajak Daerah 22.369.750.000,00 22.369.750.000,00 0,00 

Hasil Retribusi Daerah 15.587.054.540,00 15.587.054.540,00 0,00 0,00 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.749.916.351,00 3. 749.916.351,00 0,00 0,00 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 112.045.278.148,36 l 12.045.278.148,36 0,00 0,00 

------ - ---- -- -
,___ - - - - -- - - -'- -- -- -- -- ->- --

DANA PERIMBANGAN 1.387.144.598.822,80 l.391.807 .048.822,80 4.662.450.000,00 0,34 

------- ---- -- -
,___ - - -- -- -- ---- - - -- -- -- - ._ --

Bagi Hasil Pajak/Bag, HaSil Bukan Pajak 62.431.207.964,80 67.095.205.964,80 4.663.998.000,00 7,47 

Dana Alokasi Umum 976.928.484.858,00 976.928.484.858,00 0,00 0,00 

Dana Alokasi Khusus 347.784.906.000,00 347.783.358.000,00 ( l.548.000,00) 0,00 
-- -----

,___ - - - - -- -- -._ __ ------ -
,_ ________ _ 

( 10,79) 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 457.037.733.968,00 407.712.967.468,00 (49.324.766.500,00) ------ -

,___ - - - - -- -- -- - - ------ - .---------- 0,00 
Pendapatan Hibah 70.502.132.000,00 70.502.132.000,00 0,00 

Dana Bagi Hasil Pajak darl Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 67.309.702.468,00 67 .309. 702.468,00 0,00 0,00 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 173.908.433.000,00 173.908.433.000,00 0,00 0,00 

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 145.317.466.500,00 95.992.700.000,00 ( 49.324. 766.500,00) (33,94) 

BELANJA l.998. 780.873.830, 16 l.969.118.557.330, 16 (29.662.316.500,00) (1,48) 

BELANJA TIDAK LANGSUNG l.099.013.430.654,16 l.097.545.782.654,16 ( l.467 .648.000,00) (0,13) 

--- ---- - - - -------
,___ - - -- -- - - -'- -- -- -- -- - 0,00 

Belanja Pegawai 752.212.413.614, 16 752.212.413.614, 16 0,00 

Belanja Subsldi 1.183.163.800,00 1.183.163.800,00 0,00 0,00 

Belanja Hibah 58. 122.360.000,00 56.654.712.000,00 (l.467 .648.000,00) (2,53) 

Belanja Bantuan Sosial 2.080.000.000,00 2.080.000.000,00 0,00 0,00 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provmsi/ Kabupaten/Kota dan Pemenntahan Desa 283. 915.493.240,00 283.915.493.240,00 0,00 0,00 

Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 l.500.000.000,00 0,00 0,00 
-- - -- -- --- - -- --->-- -- -------- - -- -- -

._ __ 
(3,13) 

BELANJA LANGSUNG 899.767.443.176,00 87L572.n4.676,oo (28.194.668.500,00) -- -- - - ------- - --- -------,___ - - -- -- -- - - - - (0,60) 
Belanja Pegawai 35.245.048. 750,00 35.035.056. 750,00 (209.992.000,00) 

Belanja Barang dan Jasa 455.280.239.659,00 461.446.366.759,00 6.166.127.100,00 1,35 

Belanja Modal 409.242.154.767,00 375.091.351.167,00 (34.150.803.600,00) (8,34) 

Halaman 1 
RINGl(ASAN P£NJA5AAA"I P5lGEScRA'I APSO 

,. , 



NOMOR URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

URUT SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) 0/o 

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 

SURPLUS / (DEFISIT) l.430.592.328.665,6'1 l.387.397.660.165,6'1 ( 43.194.668.500,00) (3,02) 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 

3. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.846.542.000,00 25.846.542.000,00 15.000.000.000,00 138,29 
~ -- ---- -- -- -- -- -- -- - --- -- ---- - ---- ---

3. 1. 1 Sisa Lebih Pemitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 10.846.542.000,00 25.846.542.000,00 15.000.000.000,00 138,29 
~ - - - ----- -- - - - - -- - - - ----- ---- - - ------

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 
~ - - -------- - - - - -- - - - - ---- -- - - - ---- - --

3. 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000,oo 10.000.000.000,00 0,00 0,00 

PEMBIAYAAN NETTO 846.542.000,00 15.846.542.000,00 15.000.000.000,00 1.771,91 

, 
SISA LEBIH PEMB.IAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 1.431.438.870.665,6'1 l.403.244.202.165,6'1 (28.194.668.500,00) (1,9]{ 

BUPATI BONDOWOSO 'l,~ L,., 

v-

l fl AMIN SAID HUSNI ~ 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI 
NOMOR 13 TAJ IUN 20 I 7 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAi'-J DAN BEu\NJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 20 17 

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 

RINGKASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN APBD 
TAHUN ANGGAAAN 2017 

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Organisasi : 4 . 04 . 01 

NOMOR 
URUT 

1 

1 

1 . 1 

1. 1. 2 

1 . 1 . 4 

1 ~2 

1. 2 . 1 

1. 2. 2 

1. 2 . 3 

1.3 

1 . 3 . 1 

1. 3. 3 
1 . 3 . 4 

1. 3 . 5 

2 

2. 1 

2 . 1. 1 

2. 1. 3 
2 . 1. 4 

2. l. 5 

2. l. 7 

2. 1. 8 

2.2 

2. 2. 1 

2.2. 2 

2.2.3 

URAIAN 

PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASU DAERAH 

Hasil Retribusi Daerah 

2 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

DANA PERIMBANGAN 

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Khusus 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

BELANJA 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Belanja Pegawai 

Belanja Subsidi 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 
Belanja 1idak Terduga 

BELANJA LANGSUNG 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Modal 

JUMLAH (Rp) 

SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN 

3 4 

l.844.476.637.790,80 1. 799.814.321.290,80 

294.305.000,00 294.305.000,00 
t-- -- -- -- -- _..._ - - - - - i-

269.055.000,00 269.055.000,00 
25.250.000,00 25.250.000,00 - -- -- -- -- -- - - - - -- -- - -

1.387 .144 .598.822,80 1.391.807 .048.822,80 - -- - - - - -- -- - - -- - - -- -'- - -
62.431.207.964,80 67.095.205.964,80 

976.928.484.858,00 976.928.484.858,00 

347.784.906.000,00 347.783.358.000,00 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 

(Rp) % 

5 = 4-3 

( 44.662.316.500,00) 

0,00 

0,00 

0,00 
-- -- -
4.662.450.000,00 
-- ---
4.663.998.000,00 

0,00 

(1.548.000,00) 

6 

t-- - - -- - - -- - - -- - - -- -- - f- - - - - -----
t-- - -

70.502.132.000,00 

67 .309. 702.468,00 

173.908.433.000,00 

l 45.317.466.500,00 

413.884.309.125, 16 

70.502.132.000,00 

67.309.702.468,00 

173.908.433.000,00 

95.992.700.000,00 

412.416.661.125, 16 

406.559.071.025,16 405.091.423.025,16 
t-- - - - - -- -- _,_____ - - -- -- -- - '- --

59.758.053.985,16 59.758.053.985,16 

l.183.163.800,00 1.183.163.800,00 

58.122.360.000,00 56.654.712.000,00 

2.080.000.000,00 2.080.000.000,00 

283.915.493.240,00 283.915.493.240,00 

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 
t-- - - -- - - -- - ~ -- - - - - -- - f- - -

7.325.238.100,00 7.325.238.100,00 
t-- -- - - -- -- - - - - - - -- -- -- - -

1.677.996.500,00 

4.349.331.600,00 

l.297.910.000,00 

1.677.996.500,00 

4.349.331.600,00 

l.297.910.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

( 49.324. 766.500,00) 

(1.467.648.000,00) 

( 1.467.648.000,00) 
-- - - ---

0,00 

0,00 

(1.467.648.000,00) 

0,00 

0,00 

0,00 
- --

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

(2,42) 

0,00 
- - -

0,00 

0,00 
- - -

0,34 
-- -

7,47 

0,00 

0,00 
-- -
(10,79) 
- - -

0,00 
0,00 

0,00 

(33,94) 

(0,35) 

(0,36) 
- - -

0,00 

0,00 

(2,53) 

0,00 

0,00 

0,00 
-- -

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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NOMOR URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

URUT SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) % 

1 2 3 4 S = 4 - 3 6 

3. 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000,oo 10.000.000.000,00 0,00 0,00 

PEMBIAYAAN NETTO 846.542.000,00 15.846.542.000,00 15.000.000.000,00 1.771,91 

/ 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 1.498.227 .857. 750,80 l.470.033.189.250,80 (28.194.668.500,00) ,if.BB) 

BUPATI BONDOWO V t? 

/_ µ AMIN SAID HUSNI 4 

Halaman 3 
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LAMPIRAN 11. l 
PERATURAN BUPATI 
NOMOR 13 TAHUN 20 I 7 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH 
TAIIUN ANGGARAN 2017 

• 
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 

RINGKASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN APBD . 
TAHUN ANGGARAN 2017 

Urusan Pemerintahan : 4. 04 Urusan Pernerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 

Organisasi : 4. 04. 01 BAOAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Sub Unit Organisasi : 4. 04. 01 . 02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH {PPKD) 

NOMOR URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

URUT SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN (Rp) 0/o 

1 2 3 4 S = 4-3 I 6 

1 PENDAPATAN 1.844.182.332.790,80 l.799.520.016.290,80 ( 44.662.316.500,00) (2,42) 

1. 2 DANA PERIMBANGAN l.387.144.598.822,80 1.391.807 .048.822,80 4.662.450.000,00 0,34 
,-.....- - - - - -- -- -- -- -- -- -- -

,.... ____ __ __ _ -- -- -- -
1. 2. J Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62.431.207.964,80 67.095.205.964,80 4.663.998.000,00 7,47 

1. 2. 2 Dana Alokasi Urnurn 976.928.484.858,00 976.928.484.858,00 0,00 0,00 

1. 2. 3 Dana Alokasi Khusus 347.784.906.000,00 347.783.358.000,00 {1.548.000,00) 0,00 
,-.....- - - - - - - - - -- - - -- -- -- - ,-.. - - - - - - - - - - - - - - - -

1.3 LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 457.037.733.968,00 407.712.967.468,00 ( 49.324. 766.500,00) (10,79) 
,-.....- - - - --- - - - - - - -- -- ---,-.. -- -- -- - - - -- -----

1 . 3. 1 Pendapatan Hibah 70.502.132.000,00 70.502.132.000,00 0,00 0,00 

1 . 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 67.309.702.468,00 67.309. 702.468,00 0,00 0,00 

1. 3. 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 173.908.433.000,00 173. 908.433.000,00 0,00 0,00 

1. 3. 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 145.317 .466.500,00 95. 992. 700.000,00 ( 49.324.766.500,00) (33,94) 

2 BELANJA 346.801.017 .040,00 345.333.369.040,00 (1.467 .648.000,00) (0,42) 

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 346.801.017.040,00 345.333.369.040,00 (1.467.648.000,00) (0,42) 
,-.....- -- -- ---- -- - - -- - - - - - '""" -- -- -- -- - - - -- - -

2. 1. 3 Belanja Subsidi 1.183.163.800,00 1.183.163.800,00 0,00 0,00 

2. 1. 4 Belanja Hibah 58.122.360.000,00 56.654.712.000,00 (1.467.648.000,00) (2,53) 

2. 1. 5 Belanja Bantuan Sosial 2.080.000.000,00 2.080.000.000,00 0,00 0,00 

2. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 283.915.493.240,00 283.915.493.240,00 0,00 0,00 

2 . 1 . 8 Belanja Tldak Terduga 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 

SURPLUS / (DEFISIT) 1.497.381.315. 750,80 1.454.186.647.250,80 ( 43.194.668.500,00) (2,88) 

3 PEMBIAYAAN DAERAH 

3. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.846.542.000,00 25.846.542.000,00 15.000.000.000,00 138,29 - - - - - -- - - -- -- - - - - -- - - ---- - --- - -- -- - -
3. 1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 10.846.542.000,00 25.846.542.000,00 15.000.000.000,00 138,29 - - - -- - - -- -- - - -- -- -- - - -- - - - - -- - - - -- - -
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 - -- - - -- - - -- -- -- -- -- - - -- -- -- -- - ---- - -

RlNGKASAN ~..NJASAA;,/,1 PERGESERAN APSO Halaman 2 
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